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1.  Apakah bapak sebagai 

majelis hakim di 

Pengadilan Agama 

Medan dalam mengambil 

keputusan perkara 

warisan mafqud 

mempunyai metode 

sendiri?  

Tidak ada metode sendiri, 

dalam prosesnya 

ditentukan dulu 

mafqudnya seseorang, 

dengan proses 

pembuktikan di depan 

majelis hakim. Tapi kalau 

yang dimaksud dengan 

metode secara umumnya 

tentu ada, seperti pada 

perkara-perkara yang 

menjadi kompetensi 

absolut pengadilan agama 

secara khusus 

kompentensi Pengadilan 

Agama Medan. Di 

antaranya memeriksa 

perkara, mendengarkan 

kedua pihak yang 

bersengketa, seandainya 

dalam perkara gugatan 

(kontensius) masalah 

warisan, tapi kalau 

perkara permohonan 

penetapan hanya ada 

pemohon saja, 

selanjutnya melihat dan 

memeriksa alat bukti, 

mendengarkan saksi. 

Pada tahap berikutnya 

adalah musyawarah 

majelis hakim. 

Musyawarah dilakukan 

dengan melihat dengan 

seksama proses 

persidangan, sehingga 

dapat diketahui keputusan 

yang akan dibuat.  

Umumnya metode yang 

digunakan dalam 

menyelesaikan perkara 



 

 

mafqud, adalah melihat 

keterangan tentang 

mafqudnya seseorang, 

baik itu pewaris maupun 

ahli waris, dan diperlukan 

juga keterangan dari 

saksi-saksi, dan 

terpenting juga adanya 

laporan atau surat 

keterangan  

 

 

 


